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BUPATI TORAJA UTARA
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR..f.'!.TAHUN 2012

TENTANG

KAPITALISASI NILAI ASET PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013
perlu ditetapkan Kapitalisasi Nilai Aset untuk Pedoman

Penyusunan Program/ Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah;

bahwa Penyusunan Kapitalisasi Nilai Aset sebagaimana

dimaksud pada huruf a berpedoman pada Keputusan Menteri

Keuangan No. OI/KM.12l2OOl Tanggal 18 Mei 2001 tentang

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam

Sistim Akuntansi Pemerintah dengan mempertimbangkan

kondisi di Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Toraja Utara.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L974 Nomor 55, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 169, Tambahan l,embaran Negara Indonesia Nomor

3890);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l O4,Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a42l l;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125), Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Unda-ng Nomor 32 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



lO.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO

Nomor 2O10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2O06 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

pemerintahan Daerah Propinsi dal Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun

2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan

lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun
2Ol0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah

Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2Ol0 Nomor 8);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun
2O1O tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor

11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 3);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG KAPITALISASI NILAI ASET TAHUN

ANGGARAN 2013.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-

luasnya dalam sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dima}sud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi mas5rrakat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara sebagai

Penanggungiawab Anggaran.



7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara
yang selanjutnya disingkat DPRD ada-lah lembaga perwakilan

ralryat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja

Utara yang selanjutnya sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.

9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangar dan Asset

Daerah Kabupaten Toraja Utara yang sebagai Pembantu

Pengelola Barang Milik Daerah.

10. Kapitalisasi adalah Penenruan nilai pembukuan terhadap

semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hinga siap

dipakai, untuk meningkatkan kapasitas/efrsiensi, dan atau

memperpanjang umut teknisnya dalam rangka menambah

nilai-nilai aset .

11. Aset Tetap adalah Aset berwujud yang dikuasai pemerintah

yang mempunyai masa manfaat lebih dari I tahun,

mempunyai nilai material yang dimaksudkan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dimafaatkan oleh

masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana

APBD/APBN.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 2

(1) Standar Nilai Aset yang dapat diakui sebagai aset tetap dengan

kriteria :

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
c. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan;

d. biaya perolehan aset bersumber dari APBD.

(2) Pengadaan unfuk per satu€rn peralatan dan mesin berupa
peralatan kantor, barang elektronik dan alat lainya yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 350.OO0,00 (Tiga

Ratus Ribu Rupiah) termasuk belanja modal.

(3) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp. 10.000.O00,00(Sepuluh Juta
Rupiah) termasuk belanja modal.
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(4) Nilai Satuan Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap pengeluaran

untuk tanah, jalan/ irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pasal 3

(1) Jenis pencacatan dilakukan dalam buku persediaan dan buku
inventaris.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu.ndangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Toraja Utara.

Di kan di Rantepao
pada ggal 3 Desember 20
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(2) Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama

berdasarkan kodefikasi barang.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan atau peninjauan kembali

Kapitalisasi Nilai Aset, maka perubahan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Toraja Utara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

I
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Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 4 Desember 2012

(

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012
NOMOR..{!.......


